
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1698, 2016 KEMENKEU.Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. 

Pemberian JAMINAN. Tata Cara. 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 168/PMK.08/2016 

 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN OBLIGASI DALAM RANGKA 

PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 

2015, mengamanatkan pemberian jaminan Pemerintah 

terhadap penerbitan obligasi dan pelaksanaan pinjaman 

PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pendanaan 

untuk pelaksanaan penugasan PT Hutama Karya 

(Persero); 

b. bahwa tata cara pelaksanaan pemberian jaminan 

terhadap pinjaman PT Hutama Karya (Persero) dalam 

rangka percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera; 

c. bahwa terhadap penerbitan obligasi oleh PT Hutama 

Karya (Persero) dalam rangka pendanaan dan percepatan 
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pembangunan Jalan Tol di Sumatera, perlu diatur tata 

cara pelaksanaan pemberian jaminan obligasi untuk 

percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera; 

d. bahwa pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c, dilakukan oleh Menteri Keuangan atas nama 

Pemerintah secara akuntabel dan transparan, dengan 

memperhatikan pengelolaan risiko pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam suatu 

Peraturan Menteri; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi 

Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan 

Tol di Sumatera; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 4297); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3608); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

7. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 117 Tahun 2015; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 

Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Bagian atas Beban Anggaran Bendahara 

Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 662);  

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 

tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan 

Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  TATA CARA 

PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN OBLIGASI DALAM 

RANGKA PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL 

DI SUMATERA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jaminan Pemerintah yang selanjutnya disebut Jaminan 

adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui 

Menteri Keuangan kepada Pemegang Obligasi PT Hutama 
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Karya (Persero) melalui Wali Amanat atau Agen Pemantau 

sehubungan dengan pembayaran kembali Obligasi PT 

Hutama Karya (Persero). 

2. Surat Jaminan Pemerintah adalah surat yang diterbitkan 

oleh Pemerintah melalui Menteri kepada Wali Amanat 

atau Agen Pemantau sehubungan dengan pemenuhan 

Kewajiban PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan 

Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan 

dan Penunjukan Agen Pemantau. 

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

5. PT Hutama Karya (Persero) adalah badan usaha milik 

negara yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 

Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 117 Tahun 2015 ditugaskan untuk 

melakukan pengusahaan pembangunan jalan tol di 

Sumatera yang meliputi pelaksanaan perencanaan 

teknis, pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan 

pengoperasian, serta pelaksanaan pemeliharaan. 

6. Pemegang Obligasi PT Hutama Karya (Persero) yang 

selanjutnya disebut Pemegang Obligasi adalah investor 

yang menanamkan dana dengan melakukan pembelian 

Obligasi PT Hutama Karya (Persero) melalui penawaran 

umum atau tanpa melalui penawaran umum sehingga 

berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh 

Obligasi yang dimiliki. 

7. Obligasi PT Hutama Karya (Persero) yang selanjutnya 

disebut Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh 

PT Hutama Karya (Persero) selaku emiten dalam rangka 

pendanaan pembangunan proyek jalan tol di Sumatera 

melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran 
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umum dan berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) 

bulan. 

8. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan 

Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan melalui 

penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Pasar Modal. 

9. Agen Pemantau adalah pihak yang mewakili kepentingan 

Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan tanpa 

melalui penawaran umum. 

10. Agen Pembayaran adalah pihak yang 

melaksanakan pembayaran bunga Obligasi 

dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda 

kepada Pemegang  Obligasi untuk dan atas nama emiten 

sebagaimana diatur dalam perjanjian agen pembayaran. 

11. Perjanjian Perwaliamanatan adalah perjanjian yang 

dibuat antara PT Hutama Karya (Persero) selaku emiten 

dengan Wali Amanat, berikut seluruh perubahan, 

penambahan, dan/atau pembaharuan yang sah. 

12. Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau 

adalah perjanjian yang dibuat antara PT Hutama Karya 

(Persero) selaku emiten dengan Agen Pemantau dan 

penata usaha (arranger), berikut seluruh perubahan, 

penambahan, dan/atau pembaharuan yang sah. 

13. Kewajiban adalah kewajiban finansial PT Hutama Karya 

(Persero) kepada Pemegang Obligasi yang timbul 

sehubungan dengan penerbitan Obligasi sebagaimana 

disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau 

Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau, 

yang terdiri dari pokok Obligasi, bunga Obligasi yang 

telah jatuh tempo, dan/atau denda atas keterlambatan 

pembayaran pokok dan bunga Obligasi. 

14. Akta Pengakuan Utang adalah akta yang memuat 

pengakuan PT Hutama Karya (Persero) selaku emiten 

atas utang yang diperoleh sehubungan dengan 

penerbitan Obligasi, berikut segala perubahan, 

penambahan, dan/atau pembaharuan yang sah. 
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